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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional 

yaitu suatu  kejahatan lintas batas negara.
1
 Hal ini menjadi salah satu 

penyebab  angka kejahatan narkotika di Indonesia meningkat. Badan 

Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan 

narkotika dan obat-obatan (NARKOBA) di Indonesia pada 2022. Jumlah 

itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus 

Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang 

sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan 

pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil 

mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 

23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. 
2
 

Pada dasarnya tindak pidana Narkotika diatur di dalam Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika.
3
 Narkotika 

merupakan jenis kejahatan extraordinary crime yakni sebuah kejahatan 

yang terorganisasi antar negara atau lintas negara. Dalam hal ini narkotika 

                                                             
1
Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Tindak Pidana Narkotika 

Sebagai Transnasional Organized Crime”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Universitas 

Diponegoro, Volume 1, Nomor 3, 2019, hlm. 337. Diakses pada 

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6167, pada tanggal 25 Agustus 2023  
2
Data Indonesia.  BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia Pada Tahun 2022. Diakses 

pada, https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022, 

pada tanggal 20 September 2023. 
3
Wijayanti Puspita Dewi, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh 

Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika”, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm. 56. Diakses 

pada https://core.ac.uk/download/pdf/229337812.pdf, pada tanggal 19 September 2023. 

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6167
https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022
https://core.ac.uk/download/pdf/229337812.pdf
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menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi sendi kahuripan suatu 

bangsa.
4
 

Polisi sebagai garda terdepan dalam pemberantasan narkotika, 

tugas pokok yang diemban oleh institusi POLRI adalah sebagaimana yang 

telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang, Kepolisian 

Negara Republik Indonesia pada, yaitu:
5
 

Pasal 13 

a.  Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.  

b. Menegakkan hukum; dan 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

 

POLRI juga memiliki kewenangan melakukan tindakan lain menurut 

hukum secara bertanggung jawab.
6
 Kewenangan tersebut merupakan 

kewenangan POLRI dalam rangka proses pidana selaku penyelidik dan 

penyidik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 

ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

                                                             
4
Nasrullah Nasrullah, “Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas 

Minimal pada Tindak Pidana Narkotika”, SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1,  2020, hlm. 5. 

Diakses pada 

https://scholar.archive.org/work/gmssmebbt5bc3habhzkzjd4eqq/access/wayback/https://jurnal.pen

erbitsign.com/index.php/sjh/article/download/v2n1-1-19/v2n1-1-19, pada tanggal 19 September 

2023.  
5
Ramadhan Emhasan dan Amsori, “Pengaturan Hukum Tentang Penyelidikan Tindak 

Pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian”, Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Universitas Pahlawan, Volume 4, Nomor 

5, 2022, hlm. 8216. Diakses pada 

http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/80118215-8223, pada tanggal 

19 September 2023.  
6
Muhammad Arif, “Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak 

Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, Al-Adl: Jurnal 

Hukum, Volume 13, Nomor 1, 2021, hlm. 91. Diakses pada, https://ojs.uniska-

bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4165, pada tanggal 19 September 2023. 

https://scholar.archive.org/work/gmssmebbt5bc3habhzkzjd4eqq/access/wayback/https:/jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/download/v2n1-1-19/v2n1-1-19
https://scholar.archive.org/work/gmssmebbt5bc3habhzkzjd4eqq/access/wayback/https:/jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/download/v2n1-1-19/v2n1-1-19
http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/80118215-8223
https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4165
https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4165
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Acara Pidana.
7
 Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses 

pidana, POLRI berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk 

tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sebagai berikut:
8
 

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 

tersebut dilakukan; 

3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 

4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 

5. Menghormati hak asasi manusia. 

Salah satu kewenangan polisi dalam tindakan lain yaitu 

penggeledahan, polisi berperan dalam penggeledahan terhadap terduga 

pelaku pidana narkotika. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 yang 

berisi penyelidik memiliki wewenang, menyuruh berhenti seorang yang 

dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Serta atas 

perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, 

larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
9
 Dalam 

praktiknya polisi memiliki wewenang penggeledahan,  namun penulis 

menemukan beberapa kasus, yaitu seorang oknum polisi yang sedang  

                                                             
7
Shafira Candra Dewi, “Penahanan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”, Jurnal Studi Hukum Pidana Insitut Agama Islam 

Negeri Kediri, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm. 1. Diakses pada,  

https://media.neliti.com/media/publications/491976-none-8774ed8a.pdf, pada tanggal 19 

September 2023. 
8
Ibid, hlm. 1.  

9
Ni Ketut Sri Andayani, “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam 

Penegakan Hukum Pidana”, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 

7, Nomor 2, 2021, hlm. 141. Diakses pada 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/37389, pada tanggal 19 September 

2023.  

https://media.neliti.com/media/publications/491976-none-8774ed8a.pdf
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/37389
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melakukan operasi tangkap tangan namun oknum tersebut 

menyalahgunakan wewenang dengan membebaskan pelaku yang terjaring 

operasi tersebut hal ini biasa disebut damai ditempat.  

Dari beberapa temuan penelitian yang Penulis lakukan, ada beberapa 

kasus yang dimana seorang polisi melakukan penyalahgunaan wewenang 

dengan membebaskan pelaku yang terjaring operasi tangkap tangan 

dengan cara meminta imbalan uang yang cukup besar kepada pelaku agar 

tindak pidana tersebut tidak dinaikan menjadi kasus dan pelaku yang 

melakukannya bisa terbebas dari jerat hukum, hal ini biasanya disebut 

damai ditempat. Setelah damai ditempat barang bukti narkotika hasil 

tindak pidana tersebut dijual kembali oleh oknum polisi tersebut, polisi 

yang seharusnya mencegah akan penyebaran narkotika malah melakukan 

tindak pidana narkotika hal ini sangat tidak bersesuaian dengan aturan dan 

etik dari POLRI.
10

  

Penulis menemukan beberapa kasus di Indonesia yang di mana 

seorang anggota POLRI yang menggunakan barang bukti narkotika atau 

menjual barang bukti berupa narkotika hasil dari operasi tangkap tangan, 

berikut beberapa kasus yang penulis temukan di antaranya; 

                                                             
10

Iskandar Zulkarnain dan Abdul Bari Azed, “Penjatuhan Sanksi Terhadap Anggota 

POLRI yang Terbukti Menggunakan  Narkotika Golongan 1”, Legalitas: Jurnal Hukum 

Universitas Batanghari, Volume 11, Nomor 1, 2019,  hlm. 48. Diakses pada,  

http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/169, pada tanggal 19 September 2023. 

http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/169
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1. Tiga Oknum Polisi dan Pegawai Kejaksaan di Palembang Dituntut 14-

15 Tahun Penjara. Tiga oknum Polisi dan satu pegawai kejaksaan 

melakukan jual beli narkotika di Palembang Sumatera Selatan.
11

 

2. Terlibat Narkoba, Bripka W Dipecat dari POLRI. Seorang anggota 

polri di Suamtera Selatan menyimpan Extacy dan ditangkap lalu 

Dipecat dari Polri.
12

 

3. Miliki Sabu Seberat 490 Gram, tiga Penegak Hukum di Sumsel 

Dituntut Belasan Tahun Penjara. Anggota POLDA Sumsel terlibat 

jual beli narkotika jenis sabu 
13

 

4. Mantan KAPOLDA Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa Putra 

didakwa memperjual belikan barang bukti sabu hasil sitaan Polres 

Bukit tinggi sebanyak lima kilogram. Teddy melakukan tindakan 

tersebut bersama-sama dengan Linda Pujiastuti dan mantan Kapolres 

Bukittinggi AKBP Doddy Prawiranegara, setelah di selidiki lebih 

lanjut ia mengedarkan dan menjualkan narkotika secara besar besaran 

sehingga melibatkan beberapa bawahannya dalam melakukan tindak 

                                                             
11

I News SUMSEL. Tiga Oknum Polisi dan Pegawai Kejaksaan di Palembang Dituntut 

14-15 Tahun Penjara. Diakses pada, https://sumsel.inews.id/berita/3-oknum-polisi-dan-pegawai-

kejaksaan-di-palembang-dituntut-14-15-tahun-penjara https://sumsel.inews.id/amp/berita/3-

oknum-polisi-dan-pegawai-kejaksaan-di-palembang-dituntut-14-15-tahun-penjara, pada tanggal 16 

Mei 2024. 
12

 Sumsel 24. Terlibat Narkoba, Bripka W Dipecat dari Polri. Diakses pada, 

https://www.sumsel24.com/hukum-dan-kriminal/pr-3282263099/terlibat-narkoba-bripka-wahyu-

dipecat-dari-polri https://www.sumsel24.com/hukum-dan-kriminal/amp/pr-3282263099/terlibat-

narkoba-bripka-wahyu-dipecat-dari-polri, pada tanggal 16 Mei 2024. 
13

 TV One News.  Miliki Sabu Seberat 490 Gram, 3 Penegak Hukum di Sumsel Dituntut 

Belasan Tahun Penjara. Diakses pada, https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/72194-miliki-

sabu-seberat-490-gram-3-penegak-hukum-di-sumsel-dituntut-belasan-tahun-penjara, pada tanggal 

16 Mei 2024. 

https://sumsel.inews.id/amp/berita/3-oknum-polisi-dan-pegawai-kejaksaan-di-palembang-dituntut-14-15-tahun-penjara
https://sumsel.inews.id/amp/berita/3-oknum-polisi-dan-pegawai-kejaksaan-di-palembang-dituntut-14-15-tahun-penjara
https://www.sumsel24.com/hukum-dan-kriminal/amp/pr-3282263099/terlibat-narkoba-bripka-wahyu-dipecat-dari-polri
https://www.sumsel24.com/hukum-dan-kriminal/amp/pr-3282263099/terlibat-narkoba-bripka-wahyu-dipecat-dari-polri
https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/72194-miliki-sabu-seberat-490-gram-3-penegak-hukum-di-sumsel-dituntut-belasan-tahun-penjara
https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/72194-miliki-sabu-seberat-490-gram-3-penegak-hukum-di-sumsel-dituntut-belasan-tahun-penjara
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pidana tersebut, sehingga ia di adili dengan penjara seumur hidup 

pada sidang pengadilan negeri. 
14

 

Dari berbagai kasus di atas, maka dapat terlihat bahwa anggota 

POLRI mengunakan atau menjual barang bukti narkotika hasil operasi 

tangkap tangan. Hal ini seakan bertentangan dengan  tugas dari seorang 

anggota POLRI yaitu, sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban dan 

keamanan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik 

untuk mengangkat judul penulisan skripsi sebagai berikut: “Regulasi dan 

Mekanisme Penjatuhan Sanksi Terhadap Penyidik POLRI yang 

Menggunakan atau Menjual Narkotika Hasil dari Operasi Tangkap 

Tangan.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana regulasi di Indonesia mengatur tentang penerapan dan 

pengelolaan barang bukti narkotika hasil dari operasi tangkap tangan 

oleh anggota POLRI? 

2. Bagaimana mekanisme pemidanaan terhadap penyidik Polri yang 

menggunakan atau menjual barang bukti narkotika hasil dari operasi 

tangkap tangan ? 

 

                                                             
14

CNN Indonesia. Irjen Teddy Minahasa Didakwa Jual Barang Bukti Sabu. Diakses pada, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230202122403-12-908049/irjen-teddy-minahasa 

didakwa-jual-barang-bukti-sabu, pada tanggal 16 Agustus 2023. 

 

 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230202122403-12-908049/irjen-teddy-minahasa
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut:  

 

1. Untuk mengetahui, seperti apa regulasi di Indonesia yang mengatur 

tentang pengelolaan barang bukti narkotika hasil dari operasi tangkap 

tangan anggota POLRI. 

2. Untuk menganalisis, bagaimana mekanisme pemidanaan terhadap 

penyidik Polri yang menggunakan atau menjual barang bukti narkotika 

hasil dari operasi tangkap tangan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian secara umum yang bisa diambil dalam 

penulisan skripsi ini yakni, terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan 

manfaat yang bersifat praktis.
15

 Manfaat teoritis adalah manfaat yang 

didapatkan dari teori yang diuraikan dalam penelitian ini.
16

 Manfaat 

praktis adalah manfaat yang didapatkan dari penelitian secara praktis.
17

 

Berikut manfaat dari penelitian ini: 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan menjadi acuan 

serta rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

hukum pidana mengenai regulasi di Indonesia yang mengatur tentang 

pengelolaan barang bukti narkotika hasil dari operasi tangkap tangan 

                                                             
15

Vigi Hery Kristanto, Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis 

Ilmiah:(KTI), Sleman: Deepublish, 2018, hlm. 119. 
16

Abd. Rahman Rahim, Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah, Yogyakarta: Zahir 

publishing, 2020, hlm. 33.  
17

Ibid, hlm. 33.  
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anggota POLRI. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini yaitu 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak 

hukum dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang regulasi di 

Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan barang bukti narkotika 

hasil dari operasi tangkap tangan anggota POLRI. 

2. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat berguna 

untuk menimba ilmu pengetahuan serta menjadi sumber informasi 

bagi pembaca mengenai mekanisme penanganan barang bukti 

narkotika hasil dari operasi tangkap tangan menurut undang-undang 

dan mekanisme pemidanaan terhadap penyidik POLRI yang 

menggunakan atau menjual barang bukti narkotika hasil dari operasi 

tangkap tangan. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini yaitu 

bagi aparat penegak hukum agar aparat penegak hukum dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat melakukan penegakan 

hukum yang adil dan tidak pandang bulu kepada siapapun.  

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan model konseptual yang berhubungan 

dengan bagaimana penulis menyusun teori atau mengubungkan secara 

logis dari beberapa faktor yang dianggap penting untuk pokok masalah.
18

 

Teori yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah,sebagai berikut: 

 

                                                             
18

M.Askari Zakariah, Vivi Afriani dan KH. M. Zakariah, Metodologi Penelitian  

Kualitatif , Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D), Kolaka: Yayasan 

Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020, hlm. 20. 



9 

 

 

 
 

1. Teori Kepastian Hukum Menurut John Braithwaite 

Braithwaite berpendapat bahwa kepastian hukum tidak semata-

mata ditentukan oleh aturan hukum yang jelas dan tegas, tetapi juga oleh 

bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan ditegakkan. Menurut 

Braithwaite, kepastian hukum harus bersifat fleksibel untuk menyesuaikan 

dengan konteks dan kondisi yang berbeda. Ini berarti bahwa hukum harus 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat, namun tetap mempertahankan 

prinsip-prinsip dasar keadilan. Dalam kerangka responsive regulation, 

Braithwaite menekankan pentingnya pendekatan yang bertahap dalam 

penegakan hukum, dimana otoritas hukum menggunakan cara-cara 

persuasi dan negosiasi terlebih dahulu sebelum menerapkan sanksi yang 

lebih keras.
19

 

Braithwaite menganggap bahwa kepastian hukum yang efektif 

adalah ketika hukum mampu menciptakan keseimbangan antara aturan 

yang tegas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Hal ini 

untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya dipatuhi karena takut akan 

hukuman, tetapi juga dipatuhi karena dianggap adil dan relevan bagi 

masyarakat. 

Teori Braithwaite ini mengusulkan bahwa kepastian hukum 

seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi formalitas dan ketegasan aturan, 

tetapi juga dari perspektif adaptabilitas dan responsivitas hukum terhadap 

realitas sosial yang ada Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh 

                                                             
19

John Braithwaite, Regulation and Governance, London: Routledge, 2008, hlm,87.  
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John Braithwaite menekankan keseimbangan antara aturan dan prinsip 

dalam regulasi hukum. Menurut Braithwaite, ketika tindakan yang diatur 

bersifat sederhana, stabil, dan tidak melibatkan kepentingan ekonomi yang 

signifikan, aturan lebih mungkin memberikan kepastian hukum. Namun, 

dalam lingkungan yang kompleks dan berubah-ubah dengan kepentingan 

ekonomi yang besar, prinsip cenderung menawarkan kepastian hukum 

yang lebih besar daripada aturan. 

Braithwaite berpendapat bahwa kepatuhan kaku terhadap aturan-

aturan spesifik dalam situasi kompleks dapat menyebabkan 

ketidakkonsistenan dan menurunkan keandalan sistem hukum secara 

keseluruhan. Ia menyarankan bahwa kombinasi antara prinsip yang 

mengikat dan aturan yang tidak mengikat dapat memberikan kerangka 

kerja yang lebih baik untuk kepastian hukum dalam konteks semacam itu. 

Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dan adaptabilitas, 

mengakomodasi kompleksitas dan perubahan yang melekat dalam 

lingkungan regulasi modern . 

Teori ini juga menyoroti pentingnya dialog regulatif dan kesadaran 

bersama di antara para penegak hukum, seperti polisi, regulator, dan 

hakim. Pemahaman bersama ini membantu mencapai konsistensi dalam 

penerapan prinsip dan aturan. Teori ini mengemukakan bahwa prinsip 

yang mengikat didukung oleh aturan yang tidak mengikat paling efektif 

ketika diintegrasikan dalam institusi regulatif yang mendorong kesadaran 

bersama  . 
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Dalam teori kepastian hukum menurut John Braithwaite 

menegaskan bahwa: 

1. Bagaimana ketidakpastian dalam penegakan hukum dapat 

mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas hukum. 

2. Pentingnya kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum. 

3. Perlunya transparansi dan kepastian dalam praktik keadilan 

restoratif, yang relevan dengan teori kepastian hukum. 

2. Teori Pemidanaan, Menurut Herbert L Packer 

    Teori-teori falsafah pemidanaan menjelaskan dasar pembenaran 

ilmiah penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang 

menentang pemidanaan baik bersandar pada keberatan religius, keberatan 

biologis, dan sosial. Menurut Herbert L. Packer ada dua pandangan 

konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda 

diantaranya, pandangan retributif (retributive view) dan pandangan  

utilitarian (utilitarian view).
20

  

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran 

negatif terhadap perilaku yang menyimpang, dilakukan oleh masyarakat 

sehingga pandangan ini melihat pemidanaan sebagai ganjaran  atau 

pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab 

moralnya masing- masing. Pandangan ini dikatakan bersifat kebelakang 

                                                             
20

 Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan dan Pedoman 

Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, Jurnal 

Pembangunan Hukum Indonesia Universitas Diponegoro, Volume 3, Nomor 2, hlm. 220. Diakses 

pada https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11090, pada tanggal 26 September 

2023. 

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11090
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(backward-looking).
21

 Pandangan Retributif Packer sejalan dengan 

pandangan Immanuel Kant, ia mengemukakan pandangannya tentang 

retribusi, khususnya dalam konteks hukum pidana. Ia menegaskan bahwa 

hukuman adalah keharusan moral yang harus dijatuhkan karena keadilan 

mengharuskannya, dan bukan untuk tujuan lain seperti mendidik atau 

memperbaiki pelaku kejahatan. Ini adalah konsep hukum talionis (lex 

talionis), di mana hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang 

dilakukan. Hal ini tercantum dalam bukunya Metaphysics of Morals 

(1797) - dalam bagian "Doctrine of Right" (Rechtslehre).
22

 

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau 

kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin 

dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak pemidanaan 

dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan 

pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain 

dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini 

dikatakan berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus memiliki 

sifat pencegahan (detterence).
23

 Pandangan utilitarian Packer sejalan 

dengan pandangan Jeremy Bentham, Bentham berpendapat bahwa 

hukuman harus diarahkan pada pencegahan kejahatan di masa depan, 

bukan hanya sebagai balasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Hal 

                                                             
21

Ibid, hlm.220 
22

Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals (Translated by Mary Gregor, Cambridge 

University Press, 1996, hlm.120.  
23

Ibid, hlm. 220.  
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ini tercantum dalam bukunya “An Introduction to the Principles of Morals 

and Legislation”.
24

 

  Teori pemidanaan menjelaskan dasar pembenaran ilmiah 

penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang 

adanya pemidanaan baik bersandar pada keberatan religius, keberatan 

biologi, dan sosial.
25

 

Menurut Vos, sebagai dikutip Andi Hamzah, “teori pembalasan 

absolut” terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. 

Pembalasan subyektif penekanannya bahwa penjatuhan sanksi pidana 

hanya pada “kesalahan” pelaku. Pemidanaan pembalasan obyektif 

ditekankan pada pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh 

pelaku di dunia luar.
26

 Sebagai dikutip Atmadja, menurut Nigel Walker, 

menamakan Teori Absolut dengan “Teori Retributif”, dibedakan atas: 

retributif murni dan tidak murni. 

Retributif murni memandang bahwa sanksi pidana harus sepadan 

dengan kesalahan. Teori Retributif tidak murni dikelompokkan, yaitu:  

a. Teori retributif terbatas (The limiting retribution) yang berpendapat 

bahwa sanksi pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Namun 

yang penting bahwa kejahatan itu menimbulkan keadaan yang tidak 

                                                             
24

Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Oxford: 

Clarendon Press, 1789,hlm. 158.  
25

Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I Nyoman Gede Sugiartha, 

“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System”, Jurnal 

Preferensi Hukum Universitas Warmadewa, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 198. Diakses pada, 

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2408, pada tanggal 26 

September 2023. 
26

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 27.   

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2408
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menyenangkan. Sanksi pidana tidak melebihi batas-batas yang tepat 

untuk penetapan kesalahan pelanggaran. 

b. Teori retributif distribusi (Retribution in retribution), pemidanaan 

tetap dirancang sebagai pembalasan, tetapi harus ada batas yang tepat 

dalam retribusi beratnya sanksi.
27

 

Teori Absolut/Teori Pembalasan (Vergelding Theorie); intinya, 

teori ini menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan, semata-mata 

karena si pelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi, 

hakekat dari pemidanaan hanyalah pembalasan; diperkuat adagium 

“hutang nyawa dibayar nyawa”.
28

  

Teori Relatif (Doel Theorien); intinya, menjelaskan bahwa dasar 

pidana itu alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 

masyarakat. Karena itu pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas 

kesalahan pelaku, tetapi instrumen untuk mencapai ketentraman dan 

ketertiban masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk 

mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan 

untuk pemuasan absolut atas keadilan.
29

 Perlu dipertegas lagi menurut 

Zevenbergen sebagaimana dikutip oleh Wirjono Projodikoro (mantan 

                                                             
27

I dewa Gede Atmadja dan I nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum, Malang:  

Setara Press, 2018, hlm. 175.  
28

Teafani Kaunang Slat, “Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Tindak Pidana Ringan 

sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Universitas Brawijaya, Volume 4, Nomor 2, 2020, hlm. 355. Diakses pada, 

http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/8644, pada tanggal 19 September 2023. 

  
29

Herminastuti Lestari, “Sanksi Bagi Mantan Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak”, 

Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Politeknik Pratama, Volume 1, Nomor 1, 2022,  hlm. 310. 

Diakses pada, https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1755, pada 

tanggal 19 September 2023.  

http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/8644
https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1755
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Ketua Mahkamah Agung era Tahun 60-an) bahwa penjatuhan sanksi 

pidana dalam hal tujuan memperbaiki si pelaku, mencakup tiga 

sasaran yaitu: 
30

 

a. Perbaikan yuridis agar sikap si pelaku menaati undang-undang; 

b. Perbaikan cara berfikir agar si pelaku insyaf akan jeleknya 

kejahatan;  

c. Perbaikan moral agar si pelaku dari sisi nilai kesusilaan memiliki 

menjadi orang yang bermoral yang baik. 

Namun ada tiga kelemahan yang menonjol pada “teori 

relatif/tujuan”, yaitu:
31

  

a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, karena tidak membedakan 

sifat kejahatan ringan atau berat kedua-duanya disamakan,  

b. Kepuasan masyarakat diabaikan, karena hanya menekankan pada 

tujuan memperbaiki si pelaku atau terpidana, dan  

c. Sulit dilaksanakan dalam praktik, karena tujuan mencegah 

(prevention) dan menakut-nakuti (deterent), tampaknya tidak 

berlaku bagi residivis. Karena itulah muncul teori yang ketiga, 

disebut “teori gabungan”  

Selain teori pandangan retributif (retributive view) dan teori 

pandangan  utilitarian (utilitarian view). Ada juga, teori 

gabungan/modern (Vereniging Theorien), Menurut Van Hamel & 

Van List. Sebagai dikutip dari Atmadja, Menurut van Hamel & van 

                                                             
30

I dewa Gede Atmadja dan I nyoman Putu Budiartha, Op. Cit., hlm.176.  
31

Ibid, hlm. 176. 
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List sebagai pelopor “teori gabungan/modern” ada tiga prinsip 

utama, yaitu:
32

 

a. Tujuan terpenting pemidanaan untuk memberantas kejahatan 

sebagai suatu gejala masyarakat; 

b. Ilmu Hukum Pidana dan perundang-undangan pidana harus 

memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi; dan 

c. Pemidanaan merupakan sarana paling efektif bagi negara/ 

pemerintah untuk memberantas kejahatan, karena itu penjatuhan 

sanksi pidana harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya.  

d. Ringkasnya dilihat dari tujuan pemidanaan, “teori gabungan/ 

modern menjelaskan bahwa pemidanaan mengandung unsur 

pembalasan di satu pihak, dan di pihak lain juga mengakui unsur 

prevensi utamanya memperbaiki si pelaku atau terpidana yang 

melekat pada setiap sanksi pidana. 

Teori gabungan berisi, Kritik moral intinya menjelaskan 

bahwa pemidanaan mempunyai tujuan jamak, karena 

menggabungkan antara prinsip-prinsip “teori relatif” dan “teori 

absolut” sebagai satu kesatuan. Karena itu berkarakter ganda yaitu 

mengandung karakter pembalasan sejauh ditinjau dari kritik moral 

dalam mengantisipasi kejahatan sebagai tindakan yang salah. 

Namun bila dilihat pada sisi ide tujuannya kritik moral yakni 

                                                             
32

Ibid, hlm. 176. 
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untuk perubahan ke arah perbaikan perilaku si pelaku/terpidana di 

kemudin hari di tengah-tengah masyarakat.
33

  

F. Metode Penelitian 

Pada penelitian kajian ilmiah dibutuhkan metode penelitian sebagai 

sebuah alat untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari kajian tersebut. 

Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah yang didasari oleh 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.
34

 

Oleh karena itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 

hukum untuk kemudian menjadi pemecahan atas sebuah permasalahan 

yang timbul pada gejala yang bersangkutan. Pada penulisan kajian ilmiah 

ini adapun metode penelitian yang penulis gunakan antara lain: 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian kualitatif secara normatif dan ditambah dengan data empiris 

berupa hasil wawancara. Penelitian kualitatif merupakan sebuah 

pendekatan penelitian yang diorientasikan pada fenomena dan gejala 

yang bersifat alami, penelitian kualitatif  bersifat mendasar dan 

naturalistis.
35

 Pendekatan kualitatif mempunyai sifat deskriptif  yakni 

                                                             
33

Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017, hlm. 29.  
34

Muhammad Ramadhan, Metode penelitian, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021., 

hlm. 1.  
35

Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Makassar: Syakir Media Press, 2021, 

hlm. 26. 
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cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif dilakukan 

dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penyimpulan hasil penelitian.
36

  Metode pendekatan normatif adalah 

sebuah metode pendekatan dengan cara mengkaji sesuatu yang bersifat 

norma atau hukum, seperti aturan dan Perundan-undangan.
37

  Metode 

normatif sering disebut penelitian yuridis normatif,  biasanya terdiri 

atas penelitian terhadap asas- asas hukum, sistematika hukum, taraf 

sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.
38

 Pada 

skripsi ini penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian terhadap 

mekanisme penjatuhan sanksi terhadap penyidik yang menggunakan 

atau menjual barang bukti berupa narkotika. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

pendekatan undang-undang yaitu pendekatan perundang-undangan 

yang sumber datanya dari data sekunder terdiri dari bahan hukum 

                                                             
36

Adhi Kusmastuti, Ahmad Mustamil Khoiron dan Taofan Ali Achmad, Metode 

Penelitian Kualitatif, Sleman: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019, hlm. 3.  
37
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primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data 

dengan cara studi kepustakaan.
39

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan data skunder. Data skunder adalah 

suatu data tambahan yang bukan di peroleh dari sumber data utama, 

melainkan diperoleh dari sumber sumber lain sebelumnya. Dengan 

demikian sipengguna data tersebut tidak merasakan langsung 

fenomena yang diteliti, tetapi mendapatkan informasi data dari 

sumber-sumber primer lainnya.
40

 

Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan 

hukum sekunder, sumber bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya 

mengikat, yang terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang 

telah berlaku dan yang terbaru.
41

 Adapun dalam penelitian ini 

bahan hukum primer yang penulis gunakan, sebagai berikut: 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang 

yang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut mengenai bahan 

hukum primer yang dapat berupa buku-buku hukum, karya ilmiah, 

bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan, 

pakar hukum (doktrin hukum) sepanjang relevan dengan objek 

kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.
42

 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan 

hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian adalah 

KBBI, Kamus Umum, Kamus Hukum.
43

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pengumpulan data skunder adalah suatu data tambahan yang bukan 

diperoleh dari sumber data utama, melainkan diperoleh dari sumber 

sumber lain sebelumnya. Dengan demikian si pengguna data tersebut tidak 
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merasakan langsung fenomena yang di teliti, tetapi mendapatkan informasi 

data dari sumber-sumber primer lainnya.
44

 

Dalam penelitian ini digunakan satu metode pengumpulan bahan 

yaitu: 

a. Studi Kepustakaan 

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi 

dokumentasi dari bahan-bahan seperti undang-undang, literatur, buku- 

buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.
45

 

b. Studi Kasus 

Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu 

fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, 

proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi 

secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur 

pengumpulan data selama periode tertentu.
46
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H.  Analisis Bahan Penelitian 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah 

terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis 

menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau 

paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.
47

 

I. Metode Penarikan Kesimpulan 

Metode penarikan kesimpulan pada bagian ini termasuk dalam 

metode induktif. Metode induktif adalah metode penarikan kesimpulan 

yang didasarkan pada pengamatan atau analisis data konkret dari kasus-

kasus spesifik, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan umum. Pada 

teks tersebut, penulis mengumpulkan berbagai data dan kasus mengenai 

penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan barang bukti narkotika, 

lalu menarik kesimpulan umum mengenai pentingnya regulasi dan 

pengawasan yang lebih ketat 
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